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RINGKASAN

Dalam Pembangunan dewasa ini, salah satu sector yang menjadi prioritas
utama adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi
tersebut dapat berhasil apabila ditunjang oleh sarana pengangkutan yang
memadai. Penyelenggaraan pengangkutan barang tidak selamanya setiap orang
dapat mclaksana{kan dan mengurusnya sendiri, tetapi menggunakan jasa pihak lain
yang biasa disebut ekspeditur. Berkaitan dengan ini, PT. Titipan Kilat merupakan
ckspeditur dan sekaligus pengangkut yang menyelenggarakan usaha jasa
pengiriman barang yang hendak dikaji dalam penulisan ini. Pembahasan masalah
pengangkutan atau pengiriman barang yang diselenggarakan PT. Titipan Kilat
secara yuridis adalah menitikberatkan pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan,
tanggung jawab ekspeditur terhadap tuntutan ganti rugi dan upaya hukum jika
pengirim tidak puas terhadap tanggung jawab ekspeditur. Sehingga disini penulis
mengambil judul Tinjauan yuridis tuntutan ganti rugi akibat wanprestasl
ckspeditur dalam perjanjian pengangkutan barang di PT. Titipan Kilat cabang
Jember.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah guna
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar keserjanaan di fakultas hokum
Universitas Jember. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis
normatif dengan didukung data empiris.

Perjanjian pengangkutan barang yang diadakan oleh pihak PT. Titipan
Kilat dan pengirim dituangkan dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang
ada. Kemudian pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi
pengiriman barang tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut
memuat tentang jenis kiriman yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan, nama
dan alamat si pengirim dan si penerima barang, besarnya ongkos kiriman dan
biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda tangan sebagai tanda adanya
kesepakatan untuk mengirimkan barang. Apabila terjadi wanprestasi, pihak PT.
Titipan Kilat bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan
pengirim maksimal 10 kali biava pengiriman. Tetapi jika pihak pengirim tidak

Xii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

puas terhadap tanggung jawab ekspeditur, maka pihak yang dirugikan dapat
menuntut melalut Pengadilan Negeri.

Untuk menjamin terlaksananya perjanjian pengangkutan yang lebih bdik,
hendaklah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang sudah dda
ditinjau+ kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Hendaklah pelaksanaan metode asuransi yang digunakan oleh ekspeditur
merupakan ses:xatu yang wajib. Sehingga kedua belah pihak sama-sama
diuntungkan dan int merupakan jalan tengah yang cukup bijaksana.

Hendaknya setiap penyelesaian jangan sampai ke Pengadilan. Sebaiknya
dilakukan dengan jalan pemberian ganti rugi dengan musyawarah mufakat

sehingga akan meningkatkan kepercayaan kepada customer.

Xiii
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BAB I ‘ | i
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dewasa ini, salah satu sektor yang menjadi prioritas utama
adalah pembangunan dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dalam bidang ekonomi
terscbut membawa pengaruh terhadap mobilitas penduduk yang semakin
meningkat. Kondisi demikian terjadi diberbagai sektor kegiatan, diantaranya
adalah sektor industri dan jasa pengangkutan atau transportasi. Konsekuensi dari
layanan jasa pengangkutan ini, juga menuntut peningkatan sarana transportasi dan
perhubungan yang memadai, berarti akan memperlancar roda pembangunan.
Utamanya dalam meningkatkan pemerataan dan penyebaran hasil-hasil produksi
serta meningkatkan sarana perhubungan dan komunikasi dari satu pthak ke pihak
lain.

Sarana pengangkutan pada dasarnya tidak sedikit, karena sudah ada pada
setiap sektor baik pengangkutan atau pengiriman lewat darat, laut maupun udara
yang masing-masing sarana tersebut oleh pemerintah sudah disediakan, disamping
itu juga pihak swasta diberikan kesempatan untuk ikut berpatisipasi
menyelenggarakan jasa pengangkutan atau pengiriman barang ini, karena
mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pemakai jasa
pengiriman barang, juga memberikan kesempatan ikut serta dalam pembangunan
serta membuka kesempatan usaha dalam rangka profit oriented (untuk mencari
keuntungan).

Fungsi pengangkutan ialah untuk memindahkan barang dari suatu tempat
ke tempat lain, ataupun orang, dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai.
Meningkatnya daya guna dan nilai barang di tempat yang baru itu, merupakan
tujuan utama duri adanya pengangkutan. Jika daya guna dan nilai suatu barang di
tempat yang baru tidak naik, maka pengangkutan barang tidak perlu diadakan,
sebab merupakan suatu tindakan vang merugikan pengiriman barang
(Purwosutjpto,1991:1).
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Penyelenggaraan pengangkutan barang tidak selamanya setiap orang dapat
melaksanakan dan mengurusnya sendiri, tetapi seringkali menggunakan jasa pihak
lain yang biasa disebut sebagai perantara. Pihak perantara inilah vang
menghubungkan pengirim dengan pengangkut. Perantara yang menjalankan
usahanya di bidang pengangkutan barang disebut ekspeditur. Tugas pokok
ekspeditur adalah menyediakan atau mencarikan pengangkut yang baik dan layak
bagi penyelenggaraan pengiriman barang yang diserahkan kepadanya oleh
pengirim barang. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, perusahaan ekspeditur
seringkali tidak hanya menyediakan atau mencarikan pengangkut yang akan
melaksanakan pengangkutan barang milik pengirim, tetapi mereka juga sekaligus
bertindak sebagai pengangkut.

Jeca-jasa pengangkutan yang digunakan baik dalam usaha-usaha maupun
dalam aktivitas-aktivitas tertentu akan banyak menimbulkan hubungan hukum
sebagai akibat dari adanya perjanjian pengangkutan maupun perjanjian ekspedisi
vang terjadi antara pemakai jasa (pengirim), pihak pengangkut dan pihak
ckspeditur. Hubungan hukum antara pengangkut, perusahaan jasa pengiriman
barang (ekspeditur) dan pengirim (customer) bersifat timbal balik, dimana
pengangkut mengikatkan dirt untuk menyediakan alat pengangkut serta menjamin
barang sampai ke tujuan, sedangkan pihak perusahaan jasa pengiriman barang
(ekspeditur) mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Demikian
pula pithak pengirim (customer) yang menggunakan jasa perusahaan pengiriman
barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengiriman barang kepada pihak
ekspeditur (Purwosutjipto,1991:16).

Berkaitan dengan in1 PT. Titipan Kilat merupakan salah satu pihak swasta
yang ikut serta menyelenggarakan usaha jasa atau pengiriman barang yang hendak
dikaji dalam penulisan ini. Pembahasan masalah pengangkutan atau pengiriman
barang yang diselenggarakan oleh PT. Titipan Kilat secara yuridis adalah menitik
beratkan pada nelaksanaan perjanjian pengangkutan, tanggung jawab ekspeditur
terhadap tuntutan ganti rugi dan upaya hukum jika pengirim tidak puas terhadap
tanggung jawab ekspeditur.

/
A
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Para pihak dalam perjanjian pengangkatan tidak selamanya dapat
memenuhi prestasi sesual dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.
Keadaan yang demikian lazim disebut wanprestasi, baik yang dilakukan oleh
pengirim maupun ekspeditur. Umumnya dalam perjanjian pengangkutan yang
seringkali melakukan wanprestasi  adalah pihak ekspeditur. Apabila terjadi
wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan, maka pihak yang dirugikan dapat
mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi,
sedangkan pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi
kepada pihak vang dirugikan.

Mengenai hal-hal yang telah diuraikan diatas, khususnya tuntutan ganti
kerugian, apabila dalam penyelenggaraan pengiriman dan pengangkutan barang
ekspeditur t:dak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya, khususnya bila terjadi
kerusakan dan hilangnya barang atau keterlambatan waktu sampai ke alamat
penerima, maka akan dapat diketahui bagaimana para pihak melaksanakan hak
dan kewajiban mereka. Apakah mereka tunduk pada perjajian yang telah
dibuatnya atau ketentuan-ketentuan peundangan. Dengan kata lain akan dapat
diketahui bagaimana efektifitas pasal-pasal KUHPerdata dan pasal-pasal KUHD
dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan.

Berpangkal tolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka
dilakukan penelitian mengenai gejala-gejala hukum yang timbul sehubungan
dengan masalah tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi pihak ekspeditur dalam
perjanjian ekspedisi oleh PT. Titipan Kilat. Berdasarkan hal tersebut penyusun
memilih judul : “ TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT
WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN
BARANG DI PT. TITIPAN KILAT CABANG JEMBER *.

1.2 Ruang Lingkup
Mengacu pada latar belakang, perlu diuraikan batasan ruang lingkup dari
materi yang akan dibahas, untuk menghindari adanya salah pengertian dan

penulisan yang terlalu meluas dan tidak terarah.
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Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkup dalam hal tanggung jawab
secara keperdataan yaitu menyangkut tuntutan ganti rugi sebagai akibat
wanprestasi yang dilakukan oleh ekspeditur dan secara hukum dagang yaitu
pelaksanakan perjanjian pengangkutan barang antara ekspeditur dengan pihak

pengirim.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dalam skripsi ini
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
I. bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT. Titipan

Kilat dengan penginm ?

(]

bagzaimanakah tanggung tawab pihak ekspeditur terhadap tuntutan ganti
rugi vang diajukan oleh pengirim ?

3. bagaimanakah upaya penyelesaian hukum apabila pihak pengirim tidak
puas terhadap tanggung jawab ckspeditur?

1.4 Tujuan Penulisan
a. Tujuan Umum
Tujuan Umum dani penulisan skripsi ini meliputi :
I. untuk memenuhi dan melengkapi syarat — syarat guna mencapai gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam
perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan nyata.
3. sebagai sumbangsih buah pikiran kepada almamater dan melengkapi
perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :
I. untuk iicngetahui dan mengkaji bagaimanakah pelaksanaan perjanjian
pengangkutan antara PT. Titipan Kilat cabang Jember dengan pengirim
2. untuk mengetahui dan mengetahui tanggung jawab pihak ekspeditur
terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pengirim.
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3. untuk mengetahui penyelesaian hukum apabila pihak pengirim tidak puas

terhadap tanggung jawab ekspeditur.

1.5 Metodelogi

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan. Metode ini dapat
diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali
kebenaran schingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenarar;
optimal. Adapun metode penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skipsi ini adalah
metode yuridis normatif dengan didukung data empiris yakni pendekatan vang
dilakukan dengan penelaahan melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku, karya-karya ilmiah hukum dan literatur terhadap faktor-faktor yang ada
sebelumnya dengan melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten sebagai
bahan pembanding, sebagai dasar dalam memecahkan masalah (Hadikusuma,
1995:60).

1.5.2 Sumber Data

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk memecahkan permasalahan yang ada. Data yang diperoleh diharapkan
dapat menunjang penulisan skripsi. Macam sumber data yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer.

Dalam skripsi ini data primer diperoleh dari lapangan dengan cara
wawancara dengan pihak yang terkait yaitu pihak PT. Titipan Kilat cabang
Jember khususnya bapak Sandy Wijaya SH. sebagai Pimpinan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data — data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan
dan* dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain,
yang sudah tersedia dalam bentuk buku — buku atau dokumetasi yang biasanya
disediakan diperpustakaan, atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995 : 65 )

-
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang
dikumpulkan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh
dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut :
a. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh ailapangan untﬁk
memperoleh sumber data primer yang dilakukan melalur wawancara langsung dan
meminta dokumen — dokumen penunjang pada pihak terkait di PT. Titipan Kilat
cabang Jember.
b. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa
peraturan perundang — undangan vang berlaku dan terkait dengan permasalahan,
buku — buku literatur, hasil karya ilmiah Hukum.
1.5.4 Analisa Data

Setelah data diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya
dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa
dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari
data primer maupun data sekunder secara jelas dan terang, sehingga nantinya
dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai problema yang ada kemudian
disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pembahasan
yvang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang
bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh
gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan

diperoleh kesimpulan yang sesuai ( Hadikusuma, 1995 : 96 ).
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

P.T. Titipan Kilat atau yang dikenal dengan nama TIKI adalah salah satu
badan usaha swasta yang menyelenggarakan usaha jasa titipan atau pengiriman
barang dengan ijin nomor 465 / JT / DIRJEN / 1995, yang sebelumnya berbent;uk
C.V. (Comanditer Venoontschaf). Dalam aktifitas penyelenggaraan usaha jasa
kiriman yang dilakukan oleh P.T. Titipan Kilat terutama yang ada di perwakilan
Jember pernah terjadi klaim oleh pengirim atas barang yang dikirim. Alasan
pengajuan klaim barang yang dikirim rusak atau hilang.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak P.T. Titipan Kilat Jember,
maka terdapat kasus klaim yang terjadi, yaitu klaim kehilangan barang kiriman.
Fakta klaim mengenai kehilangan barang kiriman dengan identitas pengiriman

paket dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanggal pengiriman : 19 Maret 2002

Nomer Tanda Terima Kiriman : 666206

Jumlah kiriman / titipan : 1 C (satu colly)

Berat kiriman / titipan c4 kg

Isi kiriman : TV colour 6 inch merk Sanex
Biaya kirim : Rp. 40.000,00

Penerima / tujuan kirim : Eilin

J1. Kostan Cemara no.131
Kost Putri, Krapyak Wetan Panggung Harjo
Bantul — Yogyakarta
Pengirim : Tika
J1. Mastrip II no. 34 Jember
Barang kiriman dengan nomor bukti tanda terima kiriman 666206 tersebut
diatas oleh PT. TIKI Jember telah diberangkatkan pada tanggal 19 Maret 2002,
tetapi sesuai dengan jadwal penerimaan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26

Maret 2002 kiriman tersebut belum sampai pada penerima. Menanggapi

|
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pemberitahuan Bapak Yusron sclaku staf P.T. Tiki cabang Surabaya per telepon
tanggal 25 Maret 2002 bahwa barang kiriman tersebut telah hilang di Surabaya.
Berita tersebut kemudian diteruskan oleh P.T. TIKI Cabang Jember pada
Pengirim. Atas kejadian tersebut pihak pengirim mengajukan surat tuntutan
keberatan / klaim yang pada intinyva meminta tanggung jawab pihak P.T. TIKI
cabang Jember untuk mengganti penuh nilai barang kiriman yang hilang tersebut
yaitu seharga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) jika tidak kasus ini al}(an di
media massa-kan.

Namun setelah dilakukan negosiasi dengan pihak pengirim untuk tidak
mengekspos Kasus ini di media massa, ganti ruginya dapat ditekan menjadi
Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah).

Tanpa mengurangi kebijaksanaan dan rasa hormat P.T TIKI Surabaya
serta mengingat citra dan profesionalisme kerja, maka P.T. TIKI Cabang Utama
Surabaya dan P.T TIKI Cabang Jember sepakat dengan ganti rugi tersebut sebagai

tanggung jawab bersama.

2.2 Dasar Hukum
Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini termasuk dalam ruang
lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Pengangkutan, maka dasar hukum
vang digunakan adalah yang bersifat perdata, yaitu :
a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
1. Pasal 1243

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya™.

2. Pasal 1313
*“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikaikan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
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Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat :
I. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. suatu hal tertentu

4. suatu sebab yang halal

Pasal 1338

“ Semua perjanjian vang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian-perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu

Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik™,

b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

S

Pasal 86

“Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan
kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang
dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan.

la diwajibkan membuat catatan-catatan dalam sebuah regester harian
berturut-turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan
lainnya yang harus diangkut, sepertipun tentang harganya, manakala yang
belakangan ini dianggap perlu”.

Pasal 87

“la harus menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dagangan dan
lainnya yang untuk itu diterimanya, akan mendapatkan penyelenggarannya
dengan rapi dan dengan selekasnya-lekasnya, pula dengan mengindahkan
segala upaya, yang sanggup menjamin keselamatan barang-barang yang
diangkutnya”.

Pasal 88

“lapun setelah barang-barang dagangan dan lainnya itu dikirimkan, harus
menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang itu, yang mana
dapat dipersebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya”.

Pasal 91

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang
terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka
terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan
karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan yang
memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspeditur”.
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>. Pasal 468

“Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan
keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga
saat diserahkannya barang tersebut.
S1 pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan
karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkannya,
atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya
bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh
suatu malapetaka vyang selayaknya * tidak dapat dicegah maupun
dihindarkannya, atau cacad daripada barang tersebut, atau oleh kelalaian dari
si yang mengirimkannya.
la bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang
diperkerjakannya, dan untuk segala benda vang dipakainya dalam
menyelenggarakan pengangkutan tersebut™.

c. HIR, pasal 118 (1)

“(Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan
Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani
oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua
Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau
Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya™.
d. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telemunikasi Nomor KM. 56/HK.
207/MPPT/1985 Tentang Pengusahaan Jasa Titipan Kilat
“Perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pengirim dalam hal barang
atau uang titipan sebagian atau seluruhnya hilang atau rusak sekurang-
kurangnya sebesar harga sebenarnya dari barang atau uang titipan yang hilang

atau rusak tersebut”.

2.3 Kajian Pustaka
2.3.1 Pengertian Perjanjian

Sebelum membahas masalah perjanjian pengangkutan dan perjanjian
ekspedisi, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai pengertian perjanjian. Para
ahli hukum memberikan definisi yang bermacam-macam mengenai pengertian
perjanjian, namun demikian tidak ada perbedaan yang bersifat mendasar karena
pada umumnya mempunyai maksud yang sama.

Pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang

atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan
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harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad,1992:78). Dari definisi yang
dikemukakan tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara pihak-pthak yang
membuat perjanjian. Pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju
dengan 1si perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menurut bentuknya perjanjian 1tu berupa rangkaian kata-kata yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan baik secara lisan atau tulisan. Apabila
diperhatikan perumusan perjanjian tersei)ut diatas, dapat disimpulkan bahwa
unsur-unsur perjanjian adalah :

a. ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;

b. ada persetujuan antara pithak-pihak;

¢. ada tujuan vang akan dicapai:

d. ada prestasi yang akan dilaksanakai,

e. ada bentuk tertentu;

f. ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan
harta benda) antara dua orang, yang memben hak pada yang satu untuk menuntut
barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan
memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang
atau kredutur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak
berhutang atau debitur (Subekti,1985:122). Barang sesuatu yang dapat dituntut
dinamakan prestasi, yang menurut undang-undang dapat berupa :

1. menyerahkan suatu barang;

2. melakukan suatu perbuatan;

3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut
sebenarnya kurang begitu memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahan
(Abdulkadir Muhammad,1992:77).
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Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :
|. hanya menyangkut septhak saja;

2. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus;

3. pengertian perjanjian terlalu luas;

4. tanpa menyebut tujuan.

Membuat suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu
perjanjian sehingga diakui oleh hukum (;fegully concluded contract) dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian maka
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

I. ada persetujuan kehendak antara pihak-pthak yang membuat perjanjian

(consensus);

b

. ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity);

L)

. ada suatu hal tertentu (a certain subject matter);

4. ada suatu sebab yang halal (legal cause).

Perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat bagi para pihak
vang membuat perjanjian dan menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum
yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah :

1. berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus
mentaati perjanjian 1tu sama dengan mentaati undang-undang (pasal 1338 ayat
1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

2. tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, artinya perjanjian tersebut tidak
boleh ditarik kembali secara sepihak saja tetapi harus memperoleh persetujuan
pihak lainnya (pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum Perdata);

3. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya dalam melaksanakan
perjanjian pihak-pihak harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan
kesusilaan (pasal 1338 ayat 3 kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata juga mengandung esensi yang terpenting
yang menjadi asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak (beginsel
der contractsvrijheid). Menurut asas ini orang diberi kebebasan yang seluas-

luasnya dalam membuat perjanjian, asal tidak melanggar ketertiban umum dan
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kesusilaan. Lebih luas lagi, dalam membuat perjanjian juga diperbolehkan
melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan peraturan-peraturan
vang termuat dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Peraturan-peraturan dalam Buku
Ketiga KUHPerdata hanya merupakan hukum pelengkap atau aanvullend recht
(Subekti, 1985:128). Peraturan-peraturan Buku Ketiga tersebut boleh
dikesampingkan apabila para pihak yang membuat perjanjian menghendakinya.
Para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan menciptakan ketentuan
sendiri untuk mengatur kepentingan mereka sendiri sesuai dengan apa yang
mereka kehendaki. Ketentuan-ketentuan Buku Ketiga KUHPerdata baru
diberlakukan jika para pihak tidak mengatur sendiri kepentingannya atau telah
mengatur kepentingannya dalam perjanjian tetapi tidak lengkap, maka terhadap
hal-hal yang demikian itu berlakulah pasal-pasal hukum perikatan.

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka perjanjian dapat diartikan lebih
sempurna lagi apabila diberikan pengertian bahwa perjanjian adalah merupakan
suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang

Sebelum membahas tentang perjanjian pengangkutan barang, lebih dahulu
perlu dibahas tentang definisi pengangkutan. Menurut arti katanya pengangkutan
berasal dari kata angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut
artinya mengangkat atau membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan.
Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang,
permuatan dan pengiriman barang atau orang. Pengertian pengangkutan ini
mengandung arti suatu proses kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu
tempat ke tempat lainnya (Abdulkadir Muhammad, 1994:19).

Berdasarkan pengertian pengangkutan tersebut diatas, maka arti
pengangkutan barang adalah suatu proses kegiatan memuat, mengangkut atau
mengrimkan barang dengan menggunakan alat pengangkutan dari suatu tempat ke

tempat lain.
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Mencermati  definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui unsur-unsur
pengangkutan adalah :
1. pelaku, yaitu orang vang melaksanakan pengangkutan;,
pelaku ini ada berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, dan ada
pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan
2. alat pengangkutan, vyaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan
pengangkutan;
alat i1 digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat-syarat undang-

undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (crane).

!\JJ

barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut:

barang muatan vang diangkut adalah barang-barang perdagangan vang sah

menurut undang-undang.

4. perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak saat

permuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan vang telah ditentukan.

5. fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau
penumpang (tenaga kerja).

6. tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan
dengan selamat, biaya pengangkutan lunas ( Abdulkadir Muhammad,1994:20 )

Pengertian perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara

pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat

tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan dirt untuk

membayar uang angkutan (Purwosutjipto,1985:2)

Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan dengan mana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyeelenggarakan pengangkutan barang dan
atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan
pengirim atau peenumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan (Abdulkadir Muhammad,1994:21)

Berdasarkan definisi perjanjian pengangkutan di atas maka dapat diketahu
bahwa perjanjian pengangkutan barang adalah perjanjian timbal balik, dengan

mana pengangkut mengikatkan dinn untuk menyelenggarakan pengangkutan
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barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan
pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos kirim.

Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pihak-pihak dalam perjanjian
pengangkutan 1alah pengangkut dan pengirim. Kewajiban pengangkut
menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu
dengan selamat, sedangkan pengirim membayar biaya angkut. Fungsi dari
pengangkutan barang itu sendiri adalah untuk memindahkan barang dari suatu
tempat ke tempat lain, dengan maksud meningkatkan daya guna dan daya nilai.
Jadi peningkatan daya guna dan daya nilai merupakan tujuan dari pengangkutan,
vang berarti bila dan nilai di tempat baru tidak naik. maka pengangkutan itu
merupakan tindakan yang merugikan. Tujuan pengangkutan yang demikian tidak
hanya berlaku dalam dunia perniagaan saja, tetapi juga berlaku dalam bidang lain,
misalnya ; pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertahanan dan keamanan.

Menurut sistem hukum Indonesia pembuatan suatu perjanjian tidak di
syaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan asal ada persetujuan kehendak
(konsensus), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian
pengangkutan itu bersifat konsensuil (Purwosutjipto,1991:2).

Selanjutnya dalam hal perjanjian pengangkutan barang, pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban. Dimana pihak
pengangkut mengikatkan diri dan berkewajiban menyelenggarakan pengangkutan
atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat,
sedangkan pengirim barang mengikatkan diri dan menyerahakan barang kiriman

serta membayar biaya angkutan (Purwosutjipto,1991: 2)

2.3.3 Pengertian Perjanjian Ekspedisi

Perjanjian pengangkutan baik menutupnya maupun melaksanakannya
seringkali diserahkan kepada orang lain, yang ahli di bidang pengangkutan
(Purwosutjipto,1985:12). Pihak pengirim sering kali menggunakan jasa perantara
dalam mengirimkan barangnya. Salah satu perantara dalam perjanjian

pengangkutan tersebut adalah ekspeditur. Ekspeditur adalah orang yang berusaha
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untuk menyediakan jasa pengangkutan dan pengiriman barang (Soegijatna

Tjakkranegara,1995:70). Sehubungan dengan hal tersebut maka terjadilah

“hubungan hukum antara pihak pengirim yang dituangkan dalam suatu perjanjian

ekspedisi. .

Pengertian perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara
ekspeditur dengan pengirim, dimana ekspeditur mengikatkan diri untuk
mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, sedangkan si pengirim
mengikatkan  din untuk  membayar  provisi  kepada  ekspeditur
(Purwosutjipto,1985:13). Memahami definisi tersebut dapatlah disebutkan unsur-
unsur dalam perjanjian ekspedisi, vaitu :

1. adanya sutu perjanjian, yaitu perjanjian ekspedisi;

2. adanya pihak-pihak, yaitu ekspeditur dan pengirim;

3. adanya tujuan, yaitu penyelenggaraan pengangkutan dan pengiriman barang;

4. adanya kewajiaban, vakni ekspeditur berkewajiaban mencarikan pengangkut
yang baik bagi pengirim sedangkan pengirim membayar provisi kepada
ekspeditur.

Diantara para perantara dalam pengankutan hanya ekspeditur saja yang
mendapatkan pengaturannya dalam undang-undang, yaitu di atur dalam pasal 86
sampai pasal 90 KUHD. Pasal 86 ayat | KUHD berbunyi, Ekspeditur adalah
orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan
pengangkuatan barang-barang dagangan dan barang-barang melalui daratan atau
perairan.

Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD tersebut, dapat dikatakan
bahwa tugas ekspeditur sudah jelas yaitu hanya mencarikan pengangkut yang baik
bagi pengirim barang, tetapi dalam prakteknya pihak ekspeditur tidak saja hanya
mencarikan pengangkut yang baik bagi pihak pengirim tetapi juga
menyelenggarakan pengangkutan sendiri, dalam arti juga bertindak sebagai
pengangkut. Menurut Molengraaf, Polak dan Dorhout Mees pasal 86 KUHD
adalah peraturan pelengkap, artinya penyimpangan-penyimpangan dari pasal 86
KUHD tersebut diperbolehkan (Purwosutjipto, 1985 : 16).
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Walaupun menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD, tugas seorang
ekspeditur hanya mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, tetapi dalam
prakteknya seringkali bertindak sebagai pengangkut yang menyelenggarakan
sendiri pengangkutan dan pengiriman barang. Terhadap penyimpangan yang
demikian ini diperbolehkan, karena dianggap tidak menimbulkan kesulitan-
kesulitan hukum (Purwosutjipto, 1985:16).

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian ekspedisi
masing-masing pithak mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima dan
dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian dan telah disepakati bersama. Hak dan
kewajiban ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Masing-masing pihak
mempunyal hak untuk melakukan penuntutan apabila merasa dirugikan karena
kedudukan kedua belah pihak dalam perjanjian ekspedisi ini sama tinggi, yakni
kedudukan yang bersifa koordinatif (geoordineerd) (Purwosutjipto, 1985:13).

Menurut ketentuan pasal 87 KUHD ekspeditur bertanggung jawab
terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya untuk :

I. menyelenggarakan pengiriman sclekas-lekasnya dengan rapi pada barang
barang vang telah diterimanya dari pengirim;

2. mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang
tersebut.

Akibat adanya perjanjian ekspedisi, maka ekspeditur dapat mempunyai
kewajiban dan hak-hak sebagai berikut:

a. sebagai pemegang kuasa, ekspeditur melakukan perbuatan hukum atas nama
pengirim, dengan ini maka dia tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai
pemberian kuasa (pasal 1792 sampai dengan 1819 KUHPerdata);

b. sebagai komesioner, kalau ekspeditur berbuat atas namanya sendiri, maka
berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai komesioner (pasal 76 KUHD);

c. sebagai penyimpan barang. sebelum ekspeditur mendapat/menemukan
pengangkut yang memenuhi syarat, maka seringkali ekspeditur terpaksa harus
menyimpan dahulu barang-barang pengirim digudangnya. Untuk ini berlakulah
ketentuan-ketentuan mengenai penyimpanan barang (bewaargeving), pasal
1694 KUHPerdata;
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d. sebagai penyelenggara urusan (zaakwaarnemer), untuk melaksanakan amanat
pengirim, ekspeditur banyak sekali harus berurusan dengan pihak ketiga untuk
kepentingan barang-barang tersebut, misalnya: melaksanakan ketentuan-
ketentuan tentang pengeluaran dan pemasukan barang-barang di pelabuhan,
bea cukai dan lain-lain, disini ada unsur “penyelenggaraan urusan”
(zaakwaarneming) dan untuk ini berlakulah pasal 1354 KUHPerdata;

e. register dan surat muatan, sebagai pengusaha, ekspeditur harus memelihara
register harian tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan barang
lainnya yang harus diangkut, begitupula harganya (pasal 86 ayat 2 KUHD), hal
ini erat hubungannya dengan pasal 6 KUHD, kecuali register harian tersebut
diatas, dia harus membuat surat muatan (pasal 90 KUHD) pada tiap-tiap barang
vang akan diangkut;

f. hak retensi, berdasarkan fungsi-fungsi atau sifat-sifat perjanjian ekspedisi
tersebut diatas, maka menjadi persoalan apakah ekspeditur mempunyai hak
retensi, sebagai vang telah diketahui, pemegang kuasa mempunyai hak retensi
(pasal 1812 KUHPerdata), begitu juga komisioner (pasal 85 KUHD),
penyimpan barang (pasal 1729 KUHPerdata), maka ekspeditur mempunyai hak
retensi (Purwosutjipto,1985:14).

2.3.3 Pengertian Wanprestasi dan Ganti Rugi
a. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda Wanpretatie,
artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian
(Abdulkadir Muhammad, 1992:20). Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu
perjanjian dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :
1. karena kelalaian debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
2. karena keadaan memaksa (force majeure), yaitu sebab-sebab di luar kekuasaan

debitur.

Seorang debitur yang dianggap melakukan wanprestasi, perlu dikualifikasi

dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak

memenugi prestasi.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi apabila (Abdulkadir

Muhammad ,1992:20) :

| .debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban
yang telah disanggupinya dalam suatu perjanjian;

2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;

3. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya debitur
memenuhi prestasinya sama sekali.

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur (Subekti, (1990:45):

a. tidak melaksanakan apa vang disanggupinya dalam perjanjian;

b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian;
c. terlambat dalam memenuhi prestasi;

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila pengangkut terbukti telah melakukan wanprestasi, maka pengirim
barang atau penerima dapat melakukan tuntutan berupa (Subekti, 1990:53):

a. pemenuhan perjanjian;

b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;

C. ganti rugi saja ;

d. pembatalan perjanjian ;

e. pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Tidak selamanya pengangkut harus bertanggung jawab terhadap barang
yang hilang atau rusak, pengangkut bisa bebas dari tanggung jawab apabila rusak
atau hilangnya barang tersebut diakibatkan oleh (Abdulkadir Muhammad,
1994:22):

a. keadaan memaksa;
b. cacat pada barang itu sendiri;
c. kesalahan atau kelalaian si pengirim.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum.
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakuan wanprestasi yaitu diwajibkan
untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243
KUH Perdata).
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b. Ganti Rugi

Masalah ganti rugi dalam lapangan hukum perdata mendapatkan
pengaturannya dalam pasal 1243 KUHPerdata. Pasal tersebut digunakan sebagai
dasar hukum bagi kreditur untuk melakukan tuntutan ganti rugi yang dideritanya
kepada pihak debitur.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan penggantian biaya, rugi dan bunga
karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si
berhutang, setelah  dinyatakan lalai  memenuhi  perikatannya tetap
melaksanakannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya
dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti rugi dalam perjanjian ekspedisi ini diatur dalam pasal 87 sampai
pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang ada pokoknya mengatur
tentang ganti rugi vang menjadi tanggung jawab ekspeditur, yaitu :

a. tanggung jawab ekspeditur berhenti pada saat barang-barang dari penginm
telah diterima oleh pengangkut;

b. kerugian-kerugian sesudah saat tersebut, apabila dapat dibuktikan akibat
kesalahan atau kelalaian ekspeditur, maka kerugian itu dapat dibebankan
kepada ekspeditur,

c. ekspeditur juga harus bertanggung jawab atas ekspeditur-antara (fussen
expediteur) yang jasanya digunakan oleh ekspeditur,

d. ekspeditur harus menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang
kiriman apabila disebabkan karena kesalahan atau kekurang hati-hatiannya;

e. ekspeditur harus memberikan ganti rugi terhadap keterlambatan pengiriman
barang yang diselenggarakannya.

Pengaturan tentang ganti rugi dalam perjanjian ekspedisi selain dalam
pasal 87 sampai dengan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Dagang juga
diatur dalam pasal 8 angka (2) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM. 56/HK. 207/MPPT-85 Tentang Pengusahaan Jasa
Titipan yang menyebutkan perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada

pengirim dalam hal barang atau uang titipan sebagian atau seluruhnya hilang atau
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rusak sekurang-kurangnya sebesar harga sebenarnya dari barang atau uang titipan

yang hilang atau rusak tersebut.

Berkaitan dengan ganti rugi, tidak selamanya pengangkut harus
bertanggung jawab apabila hal tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa, cacat
barang itu sendiri, dan kesalahan atau kelalaian si pengirim (Abdulkadir
Muhammad,1994:22).

Keadaan memaksa merupakan peristiwa yang terjadi diluar kemampuan
manusia dan tidak dapat dihindan kedatangannya. Keadaan memaksa dapat terjadi
karena beberapa hal, yaitu :

a. disebabkan oleh manusia, misalnya pembajakan, perampokan, penjarahan,
penahanan atas perintah penguasa, perang, dan sebagainya;

b. disebabkan oleh alam, misalnya banjir, badai, gempa bumi dan sebab lain yang
sejenis.

Untuk membuktikan adanya keadaan memaksa dapat ditempuh melalui
dua cara, yaitu (Purwosutjipto, 1985:37):

I. apakah benar-benar sama sekali tidak ada kesalahan atau kelalaian pada pihak
pengangkut, cara ini disebut cara obyektif;

2. apakah dalam keadaan nyata pengangkut telah berusaha untuk mencegah
datangnya kerugian meskipun usaha itu tidak berhasil, cara ini disebut cara
subyektif

Dalam prakteknya mengenai cara membuktikan adanya overmacht sering
digunakan cara subyektif, sehingga apabila terjadi kerugian yang disebabkan
overmacht, maka pengangkut harus dapat membuktikan bahwa pihaknya telah
berusaha sejauh mungkin untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut walaupun
usaha itu tidak berhasil.

Pedoman-pedoman yang diberikan undang-undang jika terjadi keadaan
memakasa adalah sebagai berikut:

1. dalam perikatan untuk memberikan suatu kebendaan, semenjak perikatan itu
dilahirkan adalah tanggung jawab si berhutang, jika si berhutang lalai akan
menyerahkannya, kebendaan itu menjadi tanggungannya (pasal 1237
KUHPerdata);
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2. tidaklah biaya rugi dan bunga yang harus digantinya, apabila keadaan memaksa
atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan
memberikan atau membuat sesuatu yang diwajibkan (pasal 1237 KUHPerdata):

3. jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan,
maka barang itu sejak saat pembelian adalah saat tanggungan si pembeli,
meskipun penyerahan belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut
harganya (pasal 1460 KUHPerdata).

Menurut undang-undang memberi batasan terhadap ganti rugi yang harus
dibayar debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang
harus dibayar oleh debitur hanya meliputi:

1. kerugian yang dapat diduga ketika membuat perjanjian,
dapat diduga itu tidak hanya tentang kemungkinan timbulnya kerugian,
melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian, jika kerugian melampaui
batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas dugaan itu tidak
boleh dibebankan pada debitur, kecuali jika debitur telah melakukan tipu daya
(pasal 1247 KUHPerdata);

2. kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (kelalaian) debitur, seperti
vang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdata, untuk menentukan syarat
akibat langsung dipakai teori adequate, yaitu akibat langsung ialah akibat yang
menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan
terjadi, dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat
menduga akan kerugian debitur. Teori adequate ini banyak diikuti dalam
praktek pengadilan;

3. bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 (1)
KUHPerdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah. (Abdulkadir Muhammad,1993:209).

Mengenai ganti kerugian tidaklah selamanya diberikan tanpa alasan yang
Jelas, melainkan harus melaui suatu proses terlebih dahulu yang disebabkan
karena force majeure dan wanprestasi, maka dalam hal ini pengangkut harus dapat
membuktikan tentang terjadinya peristiwa atau kejadian yang menimbulkan

hilang, rusak atau keterlambatan barang.
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BAB 111
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang antara P.T. Titipan Kilat
dengan Pengirim

Ketentuan yang ada dalam pengiriman barang yang dilakukan antara pihak
pengirim barang dengan pihak P.T. TIKI selaku pihak ekspeditur disebutkan
bahwa sebelumnya ada kesepakatan diantara mercka untuk mengadakan
pengiriman atau pengangkutan barang yang kemudian dituangkan dalam
perjanjian pengangkutan barang. Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
vang berisikan asas kebebasan berkontrak maka hal ini yang berlaku bagi
pengangkutan barang yang dilakukan antara- pihak pengirim barang selaku
konsumen dengan pihak P.T. TIKI.

Perjanjian Pengangkutan barang sekurang-kurangnya terdapat dua pihak
vang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri, yaitu pengangkut atau
ekspeditur dan pengirim, bisa seorang penerima atau orang lain. Dalam hal ini
vang pertama dimungkinkan terjadi apabila pengirim selaku pengirim barang,
juga berhak menerima kiriman sesuai dengan yang dialamatkannya.

Seperti halnya perjanjian pada umumnya, dari adanya suatu perjanjian
akan lahir hubungan hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban yang dimiliki
oleh masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Hubungan hukum adalah hubungan kewajiban dan hak secara bertimbal
balik yang timbul karena adanya peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian atau
keadaan. Hubungan hak dan kewajiban terjadi baik karena persetujuan maupun
karena undang-undang. Peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hak dan
kewajiban ini terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam
pengangkutan (Abdulkadir Muhammad,1994 : 75)

Perjanjian dapat terlaksana dengan sempurna; apabila hak dan kewajiban
sudah terpenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian juga perjanjian
pengangkutan barang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenubhi
oleh ekspeditur dan pengirim. Kewajiban yang utama adalah pemenuhan prestasi.

23
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Para pihak yang berada dalam perjanjian pengangkutan adalah berkedudukan
sama tinggi (kedudukan koordinasi) tidak seperti dalam perjanjian perburuhan
dimana kedudukan majikan lebih tinggi daripada kedudukan buruh ( kedudukan
subordinasi), (Purwosutitjipto, 1991:7).

Ekspeditur yang diserahi pengangkutan barang itu bertanggung jawab atas
keselamatan kiriman barang yang diangkutnya. Untuk itu diperlukan suatu
tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang merupakan
perwujudan dari kewajibannya. Tanggung jawab ini berarti bahwa pihak-pihak
yang berkepentingan berkewajiban menanggung segala kerugian dari pihak lain,
apabila terjadi kerugian yang disebabkan salah satu kewajibannya tidak terpenuhi.
Namun demikian, tanggung jawab itu hanyalah sebatas pada pihak pengirim saja
dan terbatas sampai jumlah uang ganti rugi yar:2 telah diatur sebelumnya dalam
perjanjian.

Hubungan antara pengangkut dengan pengirim dalam pelaksanaan
perjanjian pengangkutan tidak terus menerus, tetapi hanya kadang kala, yaitu
kalau pengirim membutuhkan pengangkutan itu untuk mengirim barangnya.
Hubungan ini tidak bersifat tetap. Perjanjian vang bersifat pelayanan berkala
disinggung dalam pasal 1601 KUHPerdata, karena pengaturan selanjutnya
mengenai perjanjian berkala tidak ada (Poerwosoetjipto,1991:33).

Dalam praktek, perjanjian pengangkutan barang yang diadakan oleh pihak
P.T. TIKI dan pengirim barang dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh
pihak TIKI dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian
pihak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman paket tersebut
dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang jenis kiriman
yang dikehendaki, isi paket yang dikirimkan, nama dan alamat si pengirim dan si
penerima paket, besarnya ongkos kiriman dan biaya premi serta tanda tangan
sebagai tanda adanya kesepakatan untuk mengirimkan barang.

Adapun syarat-syarat pengiriman barang yang ditetapkan oleh PT. Titipan

Kilat dan dicantumkan dalam lembaran konosemen menyangkut larangan dan
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tanggung jawab ekspeditur selama pengiriman barang berlangsung adalah sebaga:

berikut:

1. dilarang memasukkan kedalam titipan barang-barang sebagai berikut:

a. uan.g tunai rupiah ataupun mata uang asli lainnya, surat-surat berharga (cek,
bilyet giro, saham dsb), arloji/perhiasan dan lain-lain yang sejenis;

b. surat, warkatpos, kartu pos;

c. barang-barang yang mudah meledak, beracun atau yang dapat merusak
barang lainnya;

d. narkotika, ganja, morphin atau jenis obat terlarang lainnya;

e. barang cetakan, rekaman dan lainnya yang isinya menyinggung kesusilaan,
menganggu ketertiban dan keamanan.

2. sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan
terpaksa, maka pengangkut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mempunyai
hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, sungai, darat untuk
melaksanakan pengiriman semua titipan ke tujuan masing-masing;

3. bilamana tidak ada keluhan/tuntutan dari penerima pada saat titipan diserahkan,
maka titipan dianggap telah diterima dengan baik dan benar.

Setelah pihak pengirim mengisi formulir atau resi pengiriman barang maka
terjadilah perjanjian pengangkutan barang dalam bentuk standar kontrak secara
sederhana dimana diantara pihak yang berkepentingan ada kesesuaian kehendak
untuk mengirimkan barang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian
pengangkutan.

Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa
membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak
terbatas yang sifatnya tertentu. Uraian diatas menunjukkan bahwa perjanjian baku
adalah perjanjian yang didalamnya dituangkan dalam bentuk formulir (Mariam
Darus Badrulzaman, 1994:47).

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan taliwa untuk sahnya persetujuan
diperlukan empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;

2. kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
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3. suatu hal yang tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari Hukum
Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsesualisme yang menentukan
“ada”nya perjanjian. Asas konsesualisme yang terdapat di dalam pasal 1320
KUHPerdata mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling
berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

Meninjau masalah “ada™ dan “kekuatan mengikat™ perjanjian baku, maka
secara teoritis juridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang
dikehendaki pasal 1320 KUHPerdata.

Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku
diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan real
bergaining dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan
untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian
baku ini karena tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki pasal 1320
KUHPerdata dan akibatnya tidak ada (Mariam Darus Badrulzaman,1994:52).

Ada beberapa pendapat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan
apakah perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak, vaitu :

1. Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun
secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-
undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Namun kenyataannya,
kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan
hukum;

2. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat
bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi
adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa
para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima
dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukaiela setuju pada isi perjanjian
tersebut;

3. Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang mendatangani

perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika
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ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku,
tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda
tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak
mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya (Mariam
Darus Badrulzaman,1994:53).
Mengacu pada bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, maka dapat
disimpulkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk memuat suatu perjanjian
dan mereka dapat menentukan sendiri isi perjanjian itu serta perjanjian itu

mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang.

3.2 Tanggung Jawab Pihak Ekspeditur terhadap Tuntutan Ganti Rugi yang
diajukan oleh Pengirim

P.T. Titipan Kilat bertanggung jawab secara hukum terhadap tuntutan
ganti rugi vang diajukan oleh pengirim barang akibat wanprestasi yang dilakukan
oleh pihaknya. Tanggung jawab tersebut direalisasikan dalam bentuk pemberian
ganti rugi kepada pengirim yang meliputi ganti rugi akibat kerusakan barang,
kehilangan barang dan keterlambatan pengiriman barang.

Tanggung jawab yang diberikan oleh ekspeditur terhadap tuntutan ganti
rugi yang diajukan pengirim tergantung pada perjanjian pengiriman barang yang
telah disetujui oleh pihak ekspeditur dengan pihak pengirim barang. Perjanjian
tersebut dituangkan dalam bentuk syarat-syarat pengiriman barang yang
menimbulkan hak dan kewajiban mengenai pemberian ganti rugi yang diberikan
oleh perusahaan ekspedisi. Syarat-syarat pengiriman barang tersebut memang
sangat diperlukan untuk memperjelas batas tanggung jawab hukum secara
keperdataan pihak ekspeditur terhadap pengiriman barang milik pengirim yang
diselenggarakannya. Syarat-syarat pengiriman barang tersebut merupakan
pedoman dasar bagi pihak ekspeditur dalam merealisasikan tanggung jawab
hukumnya kepada pihak pengirim yang berupz pemberian ganti rugi atas
wanprestasi yang dibuat ekspeditur.
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Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya™.

P.T. Tiipan Kilat sebagai penyelenggara pengiriman barang sekaligus
sebagai pengangkut memang tidak terlepas dari resiko-resiko, baik kémsakan,
kehilangan maupun keterlambatan barang kiriman yang menjadi tanggung
jawabnya baik disebabkan karena kesengajaan, kelalaian serta keadaan memaksa
(force majeure). Keadaan demikian sudah merupakan resiko yang setiap saat bisa
terjadi dan harus dihadapi pihak pengirim dan pengangkut. Mengingat besarnya
resiko yang harus ditanggungnya, pihak P.T. Titipan Kilat telah menciapkan batas
tanggung jawab perusahaan yang dituangkan dalam bentuk syarat-syarat
pengiriman barang bagi pengirim yang menggunakan jasa P.T. Titipan Kilat.
Syarat-syarat tersebut merupakan batas tanggung jawab perusahaan, khususnya
mengenal pemberian ganti rugi apabila terjadi kerusakan, kehilangan barang serta
keterlambatan pengiriman barang. Syarat-syarat tersebut diantaranya :

I. titipan akan menjadi tanggung jawab pengangkut, bilamana pengirim telah
membayar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki bukti tanda terima asli
dari pengangkut atas titipan yang dikirimnya;

2. pengangkut tidak akan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

a. semua resiko teknik yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang
menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya
baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang
elektronik seperti halnya : TV, komputer, disket A/C, kulkas, Video, mesin
cuci dan lain-lain yang sejenis;

b. keterlambatan ke kota-kota tujuan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa;

c. kerugian akibat keterlambatan penyampaian barang titipan;

d. semua penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis

titipan oleh instansi pemerintah terkait (Bea cukai, karantina, kepolisian,
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kejaksaan dsb) sebagai akibat hukum dari keberadaan jenis angkutan yang
bersangkutan;

e. tuntutan dalam bentuk apapun atas tidak diterimanya suatu titipan setelah 2
(dua) bulan terhitung tanggal pengiriman;

f kerusakan keterlambatan ataupun kerhilangan karena keadaan force majeur,
vyang tidak terbatas pada huru hara, bencana alam, perang, pembajakan;

g. titipan seperti:b?arang cair, barang pecah belah, cetakan, makanan/buah-

buahan, binatang hidup, tumbuh-tumbuhan, dil.

(S

. bilamana terjadi kehilangan/kekurangan atas titipan, penggantian maksimum
hanya 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman yang hilang/kurang saja. Kacamata,
telepon seluler, kamera, barang elektronik dan barang bernilai tinggi lainnya
wajib diasuransikan. Untuk titipan yang diasuransikan, penggantian kerugian
diselesaikan sesuai dengan peraturan Polis Kontrak Asuransi Jasa Titipan.
Premi asuransi dibayar oleh pengirim.

Pemberian ganti rugi oleh ekspeditur terhadap tuntutan ganti rugi yang
diajukan oleh pengirim meliputi tiga hal , yaitu:

1. terhadap kerusakan barang;

2. kehilangan barang;

3. keterlambatan pengiriman barang.

P.T. Titipan Kilat dalam memberikan ganti rugi membedakannya menjadi
dua golongan, yaitu; ganti rugi terhadap barang kiriman yang tidak diasuransikan
dan ganti rugi terhadap barang kiriman yang diasuransikan. Untuk barang yang
diasuransikan, PT. Titipan Kilat mengadakan kerjasama dengan dengan PT.
Asuransi Ramayana sebagai pihak penanggung ( wawancara dengan Bapak Sandy
Wijaya SH. selaku pimpinan P.T. Titipan Kilat cabang Jember ).

Ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh P.T Titipan Kilat untuk barang
kiriman yang tidak diasuransikan adalah maksimum sebesar 10 kali biaya kiriman,
sedangkan untuk barang kiriman yang diasuransikan penggantian kerugian
disesuaikan dengan peraturan polis kontrak asuransi jasa pengiriman barang.
Dalam hal ini PT. Titipan Kilat bekerjasama dengan pihak PT. Asuransi
Ramayana sebagai pihak penanggung. Pelaksanaan asuransi pada PT. Titipan
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Kilat hanya bersifat optional, tergantung pada pihak pengirim apakah bersedia

mengasuransikan barang yang dikirimnya atau tidak. Dengan kata lain asuransi ini

bukan merupakan suatu kewajiban bagi pihak pengirim, tetapi pihak PT. Titipan

Kilat selalu menawarkan asuransi tersebut kepada pengirim.

Pelaksanaan penutupan perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak PT.
Titipan Kilat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. penutupan perjanjian asuransi vang dilakukan oleh pihak PT.Titipan Kilat, dan
pembayaran premi asuransi dibebankan kepada pihak pengirim;

2. penutupan perjanjian yang dilakukan sendiri oleh pihak pengirim, artinya pihak
pengirim sendiri yang melaksanakan hubungan hukum dengan pihak PT.
Asuransi Ramayana sebagai penanggung

Tarif premi asuransi adalah sebesar 2%o (dua perseribu) dari harga
pertanggungan. Pelaksanaan pembayaran premi ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

I. pihak asuransi mengirimkan suatu tagihan premi kepada pihak PT.Titipan Kilat
untuk setiap satu minggu, yang dilampiri dengan kwitansi dan rincian premi
berdasarkan faktur pengiriman barang dari pihak PT. Titipan Kilat;

2. pithak PT. Titipan Kilat melunasi seluruh tagihan tersebut paling lambat
7(tujuh) hari setelah menerima tagihan dari pihak asuransi.

Dalam keadaan-keadaan tertentu P.T. Titipan Kilat tidak bertanggung
jawab serta tidak memberikan ganti rugi kepada pengirim. Ketentuan ini berlaku
terhadap kerusakan, kebocoran, busuk atau mati untuk jenis titipan yang berupa
barang pecah belah, barang cair, makanan/buah-buahan, binatang hidup dan
tumbuh-tumbuhan, semua resiko teknik yang terjadi selama proses pengangkutan
dan semua penahanan atau penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis
titipan oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagai akibat hukum dari
kedaan jenis titipan yang bersangkutan. Apabila terjadi kasus yang demikian,
maka pihak P.T. Titipan Kilat tidak memberikan ganti rugi kepada pengirim.
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3.3 Upaya Penyelesaian Hukum apabila Pihak Pengirim Tidak Puas
Terhadap Tanggung Jawab Ekspeditur

Pelaksanakan pengangkutan, biasanya apabila terjadi masalah maka akan
timbul perselisihan antara ekspeditur dengan pengirim. Mengingat pengangkutan
mempunyai resiko yang tinggi yang dapat menyebabkan kehilangan atau
kerusakan barang.

Dalam setiap permasalahan pasti terdapat suatu penyelesaian. Demikian
juga vyang terjadi pada ekspeditur dengan pengirim di dalam pelaksanaan
pengangkutan barang. Menurut PT.Titipan Kilat timbulnya permasalahan
sebagian besar karena barang muatan mengalami kerusakan atau hilang dalam
proses pengangkutan.

Pada umumnya pengirim akan melakukan tuntutan kepada ekspeditur
berupa klaim ganti rugi apabila barang tersebut hilang atau rusak. Dalam klaim
ganti rugi tersebut diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jika proses permintaan ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh pihak
ekspeditur, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui Pengadilan Negeri
setempat. Keputusan pemberian ganti rugi diserahkan kepada pengadilan,
sehingga keadilan akan ditentukan oleh hakim (Klausul Asuransi Pengiriman
melalui PT. TIKI pasal 14).

Pasal 118 (1) HIR menyatakan bahwa:

“gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan
Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh
penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri
di daerah hukum siap tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat
diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

Pengajuan klaim hanya dapat diselesaikan di kantor PT. Titipan Kilat, dan
pengajuan klaim harus dilampiri:
1. berita acara yang ditandatangani penerima dan petugas pengangkut ditujuan
2. dokumen-dokumen pendukung antara lain : faktur/kwitansi dari titipan yang

bersangkutan sebagai bukti tanda terima asli dari pengangkut atas titipan yang

bersangkutan.
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Menurut Bapak Sandy Wijaya, SH. Sebagai pimpinan PT.TIKI cabang
Jember, semua permasalahan tidak pernah sampai ke pengadilan karena semuanya
diselesaikan dengan pemberian ganti rugi. Hal tersebut juga banyak memberikan
keuntungan dari segi waktu dan biava. Ekspeditur akan memberikan ganti rugi
apabila semua syarat administrasi tentang pengajuan klaim ganti rugi dipenuhi.
Apabila dalam kenyataan dapat dibuktikan bahwa ekspeditur lalai dalam
melaksanakan kewajibannya, maka pengangkut akan bersedia membayar ganti

kerugian.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat

mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1.

Perjanjian pengangkutan barang yang diadakan oleh pihak P.T. TIKI dan
pengirim barang dimana isi perjanjiannya sudah ditentukan oleh pihak
TIKI dalam bentuk formulir atau resi pengiriman yang ada. Kemudian
pthak pengirim barang hanya mengisi formulir atau resi pengiriman paket
tersebut dengan jelas dan jujur. Isi dari formulir tersebut memuat tentang
jenis kiriman yang dikehendaki, isi paket vang dikirimkan, nama dan
alamat si pengirim dan si penerima paket, besarnya ongkos kiriman dan
biaya premi serta tanda tangan sebagai tanda adanya kesepakatan untuk
mengirimkan barang.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dart Hukum
Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas konsesualisme yang menentukan
“ada”nya perjanjian. Asas konsesualisme yang terdapat di dalam pasal
1320 KUHPerdata mengandung arti “kemauan™ (wi/l) para pihak untuk
saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

Meninjau masalah “ada™ dan “kekuatan mengikat™ perjanjian baku, maka
secara teoritis juridis, perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang
dikehendaki pasal 1320 KUHPerdata.

Ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh P.T Titipan Kilat untuk barang
kiriman yang tidak diasuransikan adalah maksimum sebesar 10 kali biaya
kiriman, sedangkan untuk barang kiriman yang diasuransikan penggantian
kerugian disesuaikan dengan peraturan polis kontrak asuransi jasa
pengiriman barang.

Pemberian ganti rugi oleh ekspeditur terhadap tuntutan ganti rugi
yangdiajukan oleh pengirim meliputi tiga hal , yaitu:

a. terhadap kerusakan barang;

33
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b. kehilangan barang;

c. keterlambatan pengiriman barang.

Jika proses permintaan ganti rugi tidak dapat dipenuhi oleh pihak
ekspeditur, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut melalui Pengadiian
Negeri setempat. Keputusan pemberian ganti rugi diserahkan kepada
pengadilan, sehingga keadilan akan ditentukan oleh hakim. Tetapi setiap
permasalahan yang dihadapi PT. TIKI selalu diselesaikan dengan
pemberian ganti rugi. Hal ini dilakukan karena dapat menghemat waktu
dan biaya. Alasan lain adalah ekspeditur ingin menjaga hubungan baik

dengan relasinya.

4.2 Saran

1.

Untuk menjamin terlaksananya perjanjian pengangkutan yang lebih baik,
hendaklah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang sudah ada
ditinjau kembali untuk mendapatkan suatu perjanjian yang lebih baik yang
dapat diterima oleh para pihak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang berlaku.

Hendaknya pelaksanaan metode asuransi yang digunakan oleh ekspeditur
bukan hanya bersifat penawaran (optional) belaka, tetapi merupakan sesuatu
yang wajib. Baik diminta atau tidak sebaiknyapihak ekspeditur mewajibkan
setiap pemakai jasa (pengirim) untuk mengasuransikan barang yang
dikirimkannya. Dengan diasuransikannya barang kiriman tersebut, maka kedua
belah pihak sama-sama diuntungkan dan ini merupakan jalan tengah yang
cukup bijaksana.

Hendaknya setiap penyelesaian jangan sampai ke pengadilan. Sebaiknya
dilakukan dengan jalan pemberian ganti rugi sehingga akan meningkatkan
kepercayaan dalam pelaksanaan pengangkutan serta untuk mempercepat
penyelesaian masalah agar tidak terlalu berbelit-Giiit serta tidak mengeluarkan

biaya yang banyak
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KEPUTUSAN MENTERT PARIWISATA, POS DAN TELEK(MNINIRAST

1

LAMPIRAN I p

e

MO 1 RM. SG/AIK 207/MPPT-85.
TINTANG

PENGUSANAAN JASA TITIPAN

UNTERT PARTWISATA, POS DAM TTLEKOMUNIEASIT

balwa pos diselenggarakan oleh negara |

Dohwa untuk pingitvinn suratpos jenis tertentu, paket dan uang,

negara dapat sengikut sertakan scktor swasta ;

Labwa keikutsertaan sektor swasta perlu diarvahkan untuk — tunit

nenunjang perbangunan nasional dalam mengisi wawasan nusantars

dan mombantu meningkatkan serta memperluas jangkauan pelayanan

R8N PIH ' . - i

. i

; LT '

bali « dalon kenyataannya pada waktu ini telah tumbuh dun berkun
: : -

bang Lerbagai usaha yang bergerak di:bidang pengiriman suratpos

. . . 1
jenis tertentu, poket dan uang §o° _ l

bahwa dergan telah berlakunya Undang-Undang Homor 6 Tahun 1564
tentang pos, usuba ying berperak di bidang pergirinan ‘suratioy

jenis tertentu, paket dan ueng harus mendapat izin davi Tenteris

hahwea borhubuog denpan itu dipandang perlu untuk; menetapkan Ke-
putusan Menteri yianz mengatur ketentuan tentang !’cngusahaau Ja=
su Titipan. |
|

9

Undang-Undang Komee 6 Talan 1984 tentang Pos (Lerbaran Negara -
Tahun 1984 Mawor 28, Tambaghan Lembaran Nepara Nowor 3276) 3

Keputusan Presiden Nowor 44 Vahun 1974 tentang Yokok-pokok Cr-

panisasi Depavtcnen

3. Meputusan ......
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1011 8

125

rartupos adalah suvat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk

dan ukuran tertentu.

Suratpos adalah nami himpunan untuk surat, varkatpos, kavtupes,

barang cetakan, surat xabar, sekogram dan punglausan kecil.

Paket adalah kenasan yang berisi. barang yang;hcratnya,tjdak b
bik doari 20 kilogram Jdan tidak berisi surat, warkatpos, dun Lo

TUIES .

arang-cetakan adalah hasil pergandaan tulisan dan/atau ganbir
di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pads
pencetakan, melalui proses mekanik atau totografis, meliputi

penggunaan blok, ctensil atau negatif dan dikirim terbuka haik

dolam sumpal atau tidak.

Surat kabar adalah harang-cetakan ber ipa warta harian yang me-

menuhi persyaratan ertontu.

Sckogram adaluh tulisan, cetakan atau rekaman untux keperluan
renanetra di atas kertas atau bahan-bzhan lain yang memenuhi.

1

persyaratan tevtentu,

mumokesan kecil adalah sUTAEPOS YN dimaksudkan untuk pengi. -

riman bavang, dan yang pemenuhi persyaratan tertentu.
vepteri adelah Menteri Pariwisata, P0S dan Telekommnikasi.

Direktur Jendsral adalah Divegtur Jenderal Pos dan Telekomurii-
kasi, : ' :

Kepala Kanior wilayah adalah Kepala ¥Yantor Wilayah Departeinch

. Pariwisata, Pos dan Telekonunikasi.

Pasal 2 g

Peansahaan dapat terdivi dari Kantor Pusat dan Kuntor Cabang

atuu Agen.

Untuk dapet melakukan kegiatan Perusahazn sebagaimana tersebut
avaz (1) hards mendapatkan izin davi Menteri.

(3) Izin eeeees
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Tz 0 sabagadmana dimaksud dalam ayat (2) diberikan : kepada Kan-

tor Pusat yang berlslu juga untuk Kantor. Cabang atau Agcanya.
BAR 11

PERSYARATAN PERIZINAN
Dasal 3

wrat vang harus d penuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan izin

adalah schagail berikut

Perusahaan yang L.mcntnlc berdasarkan lukum Indor.c*sm,

Mocal Perusahaan harus ‘scluruhnya dimiliki.olech Warga Negara Indo-
: A

nesia; : ' |

Mon sunyal “tempat yang tetap untuk nu:la}\s-mal-.an usahanya,

.

Memiliki Nowor Pokok Wajib Pajak ( NPNI{ Y i |
Memiliki polis nsur.mu untuk menjamin Lcrup, ian pomk.n_ jasa titip

an untul setiap pengiriman barang atan wung scsuai dcngan harga ba-
i
TONY ALaL usng Yang dﬂ\n im; i
1
| a8 .
Lenpnnyad e -tem aga ahid dalma  bidang Usaha Jasa Titipan.
i
|
| .
Pasal i) i '
i
A i
123n usaha hanva diberikan untuk kegiatan usaha di wilayah Republ:ik

Indonesia. .

Perusahadn dapat melakukan kepiatan di Juar wilayah Republik Indont-
cia dengan mengindahkan peraturan pemndamg-tmdangah di negara iR

bersangikutan.,

BAB ITI, cocevecess
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: BAB III
TATA CARA PERIZINAN
¢ Pasal 5

A

e
R . b

1A

(1 Surat permohonan izin usaha dikirim melalui pos tercatat atau pos i
kilat knusus dalam bentuk seperti contoh-Lampiran I yang ditujukan :
konada Divektur Jenderal dan tembusannya kepacda Kepala Kantor Wi-

layah setenpat.

(2) Dalam hal permohonan tidak/kurang memenuhi syarat, Direktur Jende-
1
ral atas nama Menteri akan memberitahukan hal itu kepada pemohon
secara tertulis dengan sturat tervdattar sclambat-lambatnya dalam

waktu 1 (satu) bulan setelah d.terimanya surat permohonan.

Sl Dalam hal pe‘mmhoﬁan nomenuni syarat, Direktur Jendcralg atas nami
Menteri mengeluarkan izin usaha sesuai contoh Lampiran II sclambat ¢
lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dite~ :
vinanya permohonan. B i : V. ‘

(1) Besarnya biaya izin usaha ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat -

nersotujuan Menteri Kevangan., 7
s $ 0T -

BAR IV
HAX DAN KEWAJIBAN

—

Pasal 6 Y : -

P
DG 4
¢ e

~
bt
NS

Malam melakukan usahanya, Perusahaan berhak menetapkan tarif jasa

titipan.:

* e &

(2) Perusahaan menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipe-

.

nvhi oleh penakai jasa.
Pasal 7

Perusaharn berkewajiban wituk : e

353 menaati dan melaksanacan sepenuhnya semua peraturan yang ditetapkan
olch pemerintah;

&y menguaunkan ...
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b e

e meagunamlk N svarat-svarat dan tata cara pemakaian jasa scrta mcwhe

rikan pelayanan scbaik mungkin berdasarkan syarat-syarat dan tata

eira tersebnt oy :
By melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada

barang titipan yang be:isi benda-benda sebagaimana dimaksud dalar.

Pasal 9 avat (3) dan wenyediakan ‘barang ‘titipan tersebut untuk di.-

periksa ;
4. melaporkan kepada Diroktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah se -

tenpat selembat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum
cerjadi perubahan alamat perusahaan dan atau pimpinan /penanggung

TONTRY pelsalaan.

membaat statistik kegiatan usahanya tiap bulan dan disampaikan se-
cara berkala sctiap 6 (enim) bulan sckali kepada Dircktur Jenderal
Cengan tembusan kepada Menteri dan Kepala Kuntor Wilayah sctempat,
meliputi kegiatan Kantor Pusat.serta Kantor Cabang dan atau Agen--

f) 1 .
nya merurut bentuk yang ditetapkan olch Direktur Jenderal.,

-

© Pasal B
1
(1) Terusahaan bertanggung jawab atas keamanan dan késelamatan barang/
vang titipan yang diserahkan kepadanya untuk dikirinm.

(2) Perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada pengirim dalam hal ba- -
rang/uang titipan sebagian atau seluruhnya hilang atau rusak seku-. .
rang-kurangnya schesar harga sebenarnya dari barang/uang titipan

yang hilang atau rusak tersebut. :

(3) Ganti rugi scbagaimana dimaksud dalam 5)fa.t (2) dapat dibayarkan ke
pada penerima apabila ia dapat membuktikan bahwa pengirim sudah me
lepaskan haknya. : ‘ '

(3) Jika-barang/uang titipan yang hilung atau rusak diketemukan kembali
ssbagian atuu seluruhnya . perusahaan’ diwaj.bkan untuk memberitahu -

kan kepada pengirim atau penerima. :

B}‘\B V’: l.'l.ll...l
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L TEKKE

Kantor Pusat JI. Raden Saleh Raya No. 2 JAKARTA 10430. Indonesit
_ Telp. © 021-322309 (Hunting)
Fax. 021-3103619 Telex : 61353 TIKI 1A
Kantor Operasional  : JI. Pemuda Kav. 710 - 711, J~karta 13220
Telp. 021-4704979 (Hu »ting) Fax. : 021-4705020

e-mall - tiki@tikinet.co.dd Humepage * hitp./www.tikinat.coid
Alamat Surat : P 0. BOX 3701 Jakaria 10002

IzinNo.  465/SIPJT/DIRJEN/1996

NPWP 01.308.521.2-023.000

NPPKP  01.308.521.2-023.000 TGL. 31-03-1995

PEDOMAN DAN SYARAT PENGIRIMAN
PT CITRA VAN TITIPAN KILAT (werc#)

e Yang dimaksud TITIPAN adalah semua bentuk barang yang dikirimkan lewat PT
CV TITIPAN KILAT

e .Yang dimaksud PENGANGKUT adalah PT ©V TITIPAN KILAT

1. Titipan akan menjadi tanggung jawab PENGANGKUT, pilamana pengirim telah
membavar lunas semua biaya pengiriman dan memiliki BUKTI TANDA TERIMA

. ASLI dari PENGANGKUT atas TITIPAN yang dikiimnya

2. Dilarang memasukkan kedalam TITIPAN barang-barang sebagai berikut :
a. Uang tunai rupiah ataupun mata uang asli lainnya, surat-surat berharga (Cek,

Bilyet Giro, Saham dsb), arloji/perhiasan d=n lain-lain yang sejenis

b. Surat, warkatpos, kartupos. :

¢. Barang-barang yang mudah meledak, beracun atat yang dapat merusak barang
lainnya.

d. Narkotik, ganja,~norphin atau jenis obat terlarang 1innya

e. Barang cetakan, rekaman dan lainnya yang isiny « menyinggung kesusila.in
mengganggu ketertiban dan keamanan

3. Isi TITIPAN tidak diperiksa : [si TITIPAN yang tidak ses'ai dengan keterangan yang
diberikan akan merupakan suatu pelanggaran yang dapat dituntut melalui jafus
hukum yang berlaku. Dan terhadap TITIPAN yang dicurigai PENGANGKUT berhak
mengnadakan pemeriksaan (uji petik) sesuai dengan peraturan yang berlaki
Indonesia. : .

4. PENGANGKUT tidak bertanggung jawab atas hal-hal :

a. Semua resiko tehnik yang terjadi selama dalam pengangkutan, yany
manyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baix
yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik
seperti halnya : TV, Komputer, Disket, A/C, Kulkas, Video, Mesin cuci dan lain-
lain yang sejenis.

b. Keterlambatan ke kota-kota tujuan yang diakibathan olel: keadaan memaksi
Kerugian akibat keterlambatan nenyampaian barang TITIPAN.
Penahanan dan penyitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis TITIPAN
oleh instansi Pemerintah terkait (Bea cukai, Karantina, Kepolis'an, Kejaksaan
dsb) sebagai akibat Hukum dari keberadaan jenis TITIPAN yang bersangkutan

e. Kerusakan Keterlambatan ataupun kehilangan karena keacaan Force Majeur,
yanu tidak terbatas’pada huru-hara, bencana alam, perang, pembajakan.

{.  Kebocoran, kerusakan, dan atau matinya jenis TITIPAN seperti : barang cair.
barang pecah belah, cetakan, makanan/buah-buahan, binatang r)i;lup. tumbuh-
tumbuhan, dil. . ey

5. Sarana angkutan untuk tujuan beberapa kota tertentu dan atau dalam keadaan
terpaksa, maka PENGANGKUT tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mempunyai
hak untuk menggunakan sarana transportasi laut, sungai, darat untuk melak sanakan
pengiriman semua TITIPAN ke tujuan masing-masing.

6. Bilamar | tidak ada keluhan / tuntutan dari penerima paca saat TITIPAN diserahkar,
maka TITIPAN dianggap teiah diterima dengan baik c'an benar. Dan pengangkut
tidak melayani dan tidak bertanggungjawab atas tuntutan dalam bentuk apapun atas

tidak diterimanya suatu TITIPAN <ztelah 2 (dua) bulan terhitung
tanggal pengiriman. -

ao

i e 7. Bilamana terjadi kehilangan / kekurangan atas TITIPAN, penggantian
ol maksimum hai ya 10 (sepuluh) kali biaya pengiiman yang hilang /
kurang saja ‘

B Untuk TITIPAIN yang diasuransikan, penggantian kerugian diselesaika

ocitio o sesuai dengan peraturan Polis Kontrak Asuransi Jasa TITIPAN. Premi
. Asuransi dibayar oleh pengirim. i
ssowswss - g Semua claim hanya dapat diselesaikan di Kartor kirim Perusahaan,
. Pengajuan claim harus dilampiri : R gl
_ melr a. Berita acara yang ditandatangani Penerima dan petugas
Srmerarmer | PENGANGKUT ditujuan. . TETE
; b. Dokumen-dokumen pendukung antara lain : Faktur / Kwitansi

o SR dari TITIPAN yang bersangkutan Bukt Tanda Terima Asli dari

' " PENGANGKUT atas TITIPAN yang bersangkutan:-Dan Surz!
o | penutupan Asuransi (bila diasuransikan).

e B
th‘ﬁﬁ‘\"-ﬂﬂ'!

Lo 0t
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& landan dibawal

Nama : Kartika
Alamat (i Mastrip 1t/ 34 lembar

Menvatak=: komplain { CLAIM 7 alas barang vang
fujuan BAPH'(H.-Yoggakarig dengan no. RESI 668206
inch merk SANEX

aya kimkan via liki Jember dengan
angaatl 19 Maret 2002 isi TV Colour 6

TV tersebul saya beli seharga Rp 700.0% {Tujuh Ratus Ribu Rupiah Saja}, dengan in' sava
sekaligis .ainis rl-"u_[ ian atas HIL ANGMYA harang vang sava percavakan dikiim via TiKt dan
felah lama saya dan Pf»“;“.qa 5aya mencgunakan jasa T!H.’ terkenal profesional.

Mamun, k2t ini saya benar-benar kecewa dengan (ayanan vang diberikan oleh TIKI kepada
pelanggannya yang notzoene sudah memberikan kepercayaan kepada TiK!.

Untuk {tu dengan rasa hormat, saya memintz ganti rugi barang yang saya kirimkan tersebut
sesuai dengan harga tersebut diatas atau dtgantt berupa pesawat TV yang merk dan
spesifikasinya sama dengan barang vang 7 3ya kirimkan tersebut.

Jika tangoting jawab Tiki tidak memuaska: kami akan media massa-kan

Sava vakin dengan f{ayanan TIK{ vang profesional, TIK! sangal mengerli dan memahami
keinginan konsumennya. Dan semoga TiKI dapat memberikan yang terbaik untuk
pelanggannya

Jember. 74 Maret 2007
Hormau sava.

Kartika
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0" ¢Klaim-Tk/11I/200¢ Jember, 26 ~aret £00¢
v - Aaim 37T 666206 TV Colouwr & Inch

Tujuan Bantul-Jdogjaizrta

it T TR 1 o T

cxapi Ferberitahuan By, YusSyren "per Telepon tgl 25 karet. 200

nai kiriman IV "6" Jszrpa Tujuan Jogja cengan 3TT 666¢06 tgl 19-3-200¢
Galion HIBANG 4l Suesbay: .

& Ssb kami teruskan pada Pengirim, dan Fengirim mesnuntut

J
G
c:
=
0y

Tikl atas Hilangnya wiciwsn yanz dimaksud ( &iaim terlam

}...a
53
~
-

4o b

ut z2turan Tik: pengzuutian barang yang hilang (Non ass) 10 X Eiay=z
3 untuk hasus ini Biaya kirim 40.000 X 10 = p. 400.000,~-CGanti Ruginyz
i surat pengajuan rlaim pengirim, Fengirim berkeinginan csenuntut
urn; jawab Tiki seharga bzrang tazb ». 700.000 APAU Tiki mengganti
a zarang tsb Jika tidak nasus ini akan 44 pedis PMassa-lLan.
‘2l kami sudan laxu.zn degesiasi dan pesekznan dengan pinak pen

Lidak mengiXiOSE Kuans ini di mediz mass=2. untuk ganti ruzinys biss
teian . 600.C00,-" (ini swisn wentok don slot sekali)

f:a?uranvlk Bijaksanaan. uzn ragsrhoreat. Tad: ourabaya s2xtd wengingd

-den profesionalisme kerja Tiki yang baik kami sepacat dengan ganti
tsb [ 4. 600 000 ) dengan tanyz ung jawab bersama.

a Barang tsb hilang di sub maka tanzzung jawad bersama adalah sbb

Tiki Jemher 20% X $.600.000 =« %, 120.000
Tiki Sub 80% X #.600.000 = *%. 480,000
ian yang aapat kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya

okan terime kasin

g + 1 ,‘p '.l‘.‘f_
T
/551' EO | a)h ke

oV T TIPAN KILAT (FTY

JEMBER - 2%

- | LR, e
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PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT. Asuransi Rarnayana Thk
Dengan
PT. CV. TITIPAN KILAT
Tentang
ASURANSI PENGIRIMAN MELALUI PT. CV. TITIPAN KILAT

No.030/DIR/BD-HK/V/01

Pada har ini Selasa tanggal satu bulan” Mei tahun duaribu satu, bertempat
tinggal di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

. SYAHRIL, SE. . Direktur PT. Asuransi Ramayana Thk,
berkedudukan di Jakarta, Jalan Kebon Sirih
No. 49, Jakarta Pusat, yang anggaran
dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Negara RI tanggal 2 Juni 1993 No. 44
Tambahan 2426/1993 dibuat dihadapan Imas
Fatimah, SH. Notaris di Jakarta dan Kutipan
Kisalah Rapat Umum Para Pemegang
saham No. 105 tertanggal 31 Maret 1993,
oleh karenanya bertindak untuk dan atas
nama PT. Asuransi Ramayana Tbk, vang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; ---—---

ll. GIDEON WIRASEPUTRA : Direktur PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT,
berkedudukan di Jakarta, jalan Raden Saleh
No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. CV. TITIPAN
KILAT, yang anggaran dasarnya telah
mendapatkan persetujuan Menter
Kehakiman RiI No. C2-36 HT.01.01.Th.96,
dan lelah didaftarkan di Pengadilan Negeri
Jakarta No. 373 Th. 1996, berdasarkan Akta
No. 182 tertanggal 31 Desember 1993 dan
diperbaiki dengan Akta No. 224 tertanggal 25
Oktober 1995, dihadapan Soekaimi, SH.,
Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang
menjalankan usaha dibidang Asuiansi Kerugian, yang memberikan jasa
dalam nienanggulangi resiko kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung
jawab huikurm kepada Pihak Ketige yang timbut dari peristiwa yang tidak pasti;

- bahwa A/FV

é
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bahvia PIHAK KEDUA adalah perusahaan perseroar terbatas vang
menjalankan usaha pelayanan jasa pengiriman barang di wilavah Indonesia.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian
Kerjasama tentang Asuransi Pengiriman Barang melalui PT. CVv TITIPAN KILAT
dengan ketentuan dan Syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1
PENGERTIA N
1. Jase Kiriman Barang adalah kemasan yang berisi harang dengan syarat-
syarat teitentu seperti bentuk, uk iran dan berat yang dikirimkan melalui jasa
Kiriman sesuai dengan peraturan rang perlaku

2. Penanggung adalah PIHAK PERTAMA.
3. Tertanggung adalah PIHAK KEDUA.

4. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang Penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima sejumlah
premi, uniuk memberikan penggantian ker adanya suatu kerugian atau
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. (Pasal 246 KUHD).

[@)]

Premi adalah suatu jumlah uang yang diberikan Tertanggung kepada
Penanggung (Perusahaan Asuransi) sebagai imbalan dari kesediaan
Penanggung untuk mengambil alih resiko yang dihadapi oleh Tertanggung.

6. Polis Asuransi adalah bukti otentik berupa akta yang ditandatangani
Perusahaan Asuransi yang merupakan aiat bukii aaanya rerjanjian Asuransi.

7. Bukti Penutupan Asuransi adalah Formulir Aplikasi (Resi) asuransi yang telah
diisi, dicap dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PIHAK
KEDUA dan sesuai dengan nomor aplikasi yang disediakan oleh PIHAK
PERTAMA.

&. Dokumen Asuransi adalah berk 1S yang mengikuti disepakatinya perjanjian
asuransi antara penanggung dan tertanggung yang antara lain terdiri dari
polis asuransi, polis sertifikat asuransi, laporan deklarasi, nota debet/kredit,
kuitansi, endorsement, surat tuntutan ganti rugi dan dokumen lain yang
berhub.ungan denc annya.

9. Jasa Kiriman Tunai adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya
dibayerkan tunai/langsung oleh pengirim kepada PIHAK KEDUA.

==

70. Jase "L

{

4
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10.Jasa Kiriman Kredit adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya baru
dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh pengirim berdasarkan jangka waktu
tertentu.

Pasal 2
PENUNJUKAN

P'HAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan
penutupan asuransi atas barang-barang kiriman yang akan dikirimkan dari
wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi serta agen-agen PIHAK KEDUA di
wilayah DKI Jakarta.

Pasal 3
JENIS BARANG YANG DIPERTANGGUNGKAN

- Segala jenis barang yang dikirimkan melalui jasa kiriman termasuk, perhiasan
dan logam mulia, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim
melalui jaca kiriman atau dikecualikan dari jaminan asuransi.

Pasal 4
OBYEK PERTANGGUNGAN
1. Barang atau isi Paket :
Bareng-barang baru,
Bareng bukan baru;
Barang perhiasan dan logam mulia;

Rarang seni dan budava.

Lo oW

2. Segala jenis barang yang dikirim melalui jasa kiriman, terkecuaii barang-
barang yang tidak diperbolehkan dikirin melalui jasa kiriman atau
dikecualikan dari jaminan asuransi.

Pasal 6
SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Setiap pengiriman barang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA akan dijamin oleh
PIHAK PERTAMA dan syarat-syarat berlakunya jaminan asuransi adalah :

1. Sebagai syarat/bukti adanya asuransi atas barang-barang jasa kiriman
adalah aplikasi (resi) pengiriman barang yang diisi/dibuat oleh pihak pengirim
barang dan dilegalisir oleh PIHAK KEDUA, pada saat penyerahan barang
yang akan dikirim. Aplikasi (Resi) pengiriman barang tersebut, sekaligus

merupakan bukti adanya asuransi.
2. Untuk .4-%/(;1,-
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2. Untuk menjamin barang yang akan dikirimkan dalam keadaan baik, maka
barang tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu kepada petugas PIHAK
KEDUA dan kemudian dibungkus sesuai dengan persyaratan jaminan
kiriman PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENETAPAN HARGA PERTANGGUNGAN

Penetapan Harga Pertanggungan diatur sebagai berikut ;

1. Barang-barang baru menurut harga faktur;

Barang-barang bukan baru menurut penilaian Tertanggung;

Barang-narang perhiasan dan ogam mulia ditetapkan menurut penitaian
Tertanqgung dan dibungkus (pecking) sesuai dengan persyaratan standar
PIHAK KEDUA.

Barang seni dan budaya nilai maksimum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Harga Pertanggungan dalam ayat tersebut di atas dalam pasal ini merupakan
batas maksimum ¢anti rugi.

P

&

Pasal 8
TARIF PREMI ASURANSI

Tarif Premi Asuransi adalah sebesar 2 %o (dua perseribu) dari harga
Pertanggungan yang dipilih seperti pada pasal 7.

Pasal 9

NDIS! PERTANGGUNGAM

1. PIHAK PERTAMA : kan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA
terhadap kerugian, kerusakan barang-barang, baik kerugian sebagian
maupun ke.ugian seluruhnya, hilang pada waktu pengiriman atau pada waktu
penyimpanan sebelum pengiriman, tidak diterima oleh Penerima (ditempat
tujuan), rusak/hilang pada waktu bongkar muat dari/ke alat angkut di tempat
pengiriman maupun di tempat tujuan.

2. Resikn yang dikecualikan dan tidak dijamin.

PIHAK FPERTAMA tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan

ganti rugi iepada PIHAK KEDUA terhadap :

a. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau
ditmbulkan oleh unsur kesengajaan atau penggelapan oleh orang-orang
yang bekerja pada PIHAK KEDUA atau kelalaian yang nyata oleh PIHAK
KEDUA:

b. Kerugian ﬁﬂ/ ({v
s(/ -
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b. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau
ditimbulkan oleh sifat dari barang-barang itu sendiri termasuk aus atau
menyusut/berkurangnya timbangan:

c. Keterlambatan sampai ditempat tujuan yang melampaui batas waktu
lamanya pengiriman yang wajar;

d. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat oksidasi,
kontaminasi polusi dan reaksi nuklir:

e. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat perang, perang
saudara, pemcgokan, huru-hara yang bersifat politis, aksi melawan
pemerintah, pemberontakan, perebutan kekuasaan, penyitaan oleh
penguasa setempat;

f. PIHAK PERTAMA tidak menjamin terhadap isi jasa kiriman :

- Yang mudah meledak, meny.ila/terbakar:

- Uang kontan, Surat Berharga dan sejenisnya;

- Narketika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang lainnya;

- Barang-barang cetakan/rekaman porno atau isinya melanggar
kesusilaan;

- Barang-barang cetakan/rekaman yang isinya dapat menggangu
keamanan dan stabilitas nasional.

g. Pemibungkus/kemasan kiriman:

h. Semua barang-barang yang dilarang dikirim melalui jasa kiriman PT. CV
TITIPAN KILAT.

Pasal 10
BERLAKU DAN BERAKHIRNYA JAMINAN ASURANSI

Pertanggungan (jaminan asuransi) akan mulai berlaku sejak barang diserahkan
oleh pengguna Jasa Kiriman kepada PT. CV TITIPAN KiLAT dan akan berakhir
pada saat barang kiriman tersebut diserahkan dan/atau diterima oleh Penerima
di alamat tujuan yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut baik didalam
negeri ataupun diluar negeri

Pasal 11
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA, ad: lah :
a. Menyediakan formulir yang diperiukan bagi layanan jasa Kiriman;
b. Apabila diperlukan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada
pegawai pelaksana PIHAK KEDUA.
c. Memberitahukar syarat-syarat tehnis dan administrasi perasuransian
kepada PIHAK KEDUA.

d. Pembebanan/ 44/ L
RN

{
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d. Pembebanan/perhitungan pr.mi dan atau nota tagihan jasa kiriman tunai
dan kredit, akan dibuat dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA, 2 (dua)
hari setelah diterimanya laporan penerimaan premi (deklarasi resi) dari
PIHAK KEDUA.

. Kewajiban PIHAK KEDUA, ad:.iah -

a. Melaksanakan layanan asuransi jasa kiriman pada semua loket layanan
jasa kirilnan yang telah ditentukan.

b.. Membuat dan m~ngirimkan Laporan Penerimaan Premi asuransi Jasa
Kiriman dengan d.ampiri daftar rekapitulasi harian premi asuransi (berikut
copy resi), sebagai berikut :

- Jasa Kiriman Tunai setiap 7 (tujuh) hari kerja;
- Jasa Kiriman Kredit setiap 30 (tigapuiuh) hari kerja;

c. Atas pembebanan/perhitungan premi Jasa Kiriman Tunai, paling lambat 7
(tuyuh) hari sejak diterimanya nota penagihan dari PIHAK PERTAMA |
PIHAK KEDUA harus membayarkan premi kepada PIHAK PERTAMA
rnelalui transfer atau pemindahbukuan:

d. Atas pembebanan/perhitungan premi jasa kiriman kredit, paling lambat 30
(tigapuluh) hari sejak citerimanya nota penagihan dari PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA harus membayarkan premi kepada PIHAK PERTAMA
melalui transfer atau pemindahbukuan.

Pasal 12
PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan atau kehilangan, maka pengajuan
vlaim oleh PT. CV. TITIPAN KILAT kepada PIHAK PERTAMA, harus
dilakulkan cesegera mungkin, paling lambat 30 ftigapuluh) hari setelah
diketahui adanya kerugian;

. Pengajuan klaim dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagai berikut :

a. Suret tuntutan gani rugi dan atau formulir pengajuan klaim;

b. Aplikasi/resi jasa kiriman asuransi:

c. Berita Acara Kerusakan Barang atau Beri a Acara kehilangan Barang;

3. PIHAK KEDUA harus mengambil semua tindakan y ing diperlukan untuk

mengurangi kerugian;

. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membantu PIHAK PERTAMA untuk
memberikar, informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA sehubungan
dengan klaim yang terjadi, serta untuk melakukan penelitian atas kerugian
barang-barang yang dipertanggungkan;

. Setiap tuntutan kepada PIHAK PERTAMA dapat menjadi batal, bila tuntutan
tidak cisertai dengan dokumen-dokdmen pendukung klaim secara lengkap
dan benar; '

6. Subrogasi l’fjl/ (‘
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6. Subrogasi atau pemindahan hak dan kewajiban.
Pada saal oembayaran kerugiari telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA :
maka segala hak dan kewajiban PIHAK KEDUA secara otomatis akan
berpindah kepada PIHAK PERTAMA, demikian juga atas hak-hak yang
bersitat perorangan maupun dalam bentuk organisasi, dan PIHAK KEDUA
harus menyerahkan semua peralatan-peralatan maupun catatan-catatan
yang diparidang perlu kepada PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA,
menyelesaikan klaim kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak
dibenarkar berbuat sesuatu kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya
kerugian.

b,

Pasal 13
MASA BERL/Z KUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01
Mei 2001 sampai dengan 01 Mei 2002;

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu
dengan terlebin cahulu salah satu pihak memberitahukan secara tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir, untuk
mengadakan persetujuan perpanjangan;

5. Perjarjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam
ayat " di atas dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian
harus memberitahukan secara te tulis kepada pihak lainnya paling lambat 3
(tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 14
PENYELESAIAM PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini pertama-tama akan diselesaikan
seécara musyawarah ui tuk mencapai mufakat: :

2. Untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak sepakat
untuk’memil’h domisili yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Pasal 15
ADDENDUM

Scgala perubahan dan atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam
perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian 14,
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Perjanjian ker,asama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup.

Untuk dan Ate s Nama - Untuk dan Atas Nama
PIHAK PERTAMA Qé/(u PIHAK KEDUA
PT. Asuransi Ramayana/Tbk PT. CV TITIPAN KILAT,

SYAHRIL, SE.
Direktur

GIDEON WIRASEPUTRA
Direktur

S-cd/SOMMSWord
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&iren DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
'\f WD UNIVERSITAS JEMBER
\ Sy FAKULTAS HUKUM

=/
\M/f IL. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 jember 68121
: B (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor M9k /325.1.1/PP.9/ 2003 Jember, 22 Pebruari 2003
Lampiran
Perihal : KONSULTASI
Yth. Pimpinan P,T. Titipan Kilas
Cabang Jember
di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

e

wenghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa ¢

4

4

-

Nama : MOHAMMAD NURUL HIDAYAT

NTM - 984 054
Program S 1 [lmu Hukum
Alamat. ' Jle Jawa VI/15 Jember,

Keperluan : Konsullasi tenlung Masalal *TINJAUAN YURIDIS TUNTUTAN
GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI EKSPEDITUR DALAM =
PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG DI P.T. TITIPAN
KILAT CABANG JEMBER "'

Hasil konsultasi ini digunakan untulk melengkapi bahan penyusunan

Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucankan terimakasih
o o

il

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
« Yth. Ketua Bagiaﬂejm‘:'---Pﬁr-d‘a:ba--'--..
* Yang bersanghkutan

s Arsip
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————

, é;' "'l ’&‘;\ Witk IPT Perpu igtakans

WWW.tikinet.co.id !, ::iftrf l};ﬁﬁ’ui!vz JF ‘_‘:rgl
Nomor 1 028/EX/TIKI/V/2003 Jember, 20 Mei 2003
Lampiran =
Perihal : Konsultast

! Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Di
Jember
Dengan hormat,
Menunjuk surat saudara Nomor 794/J25.1.1/ PP.9/2003 perihal sebagaimana

dalam 1si surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Mohammad Nurul Hidayat
NIM : 980710101054

Program : S-1 [lmu Hukum

Alamat : J1. Jawa VI/15

Telah melakukan Konsultasi dan Wawancara sejak tanggal 20 Februari sampai 15
Mei 2003 dengan kami untuk melengkapi bahan skripsinya yang berjudul :
Tinjauan Yuridis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Ekspeditur

Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di PT. Titipan Kilat Cabang
Jember
Demikian untuk menjadi maklum dan periksa adanya

Tembusan : i Kﬁ
1. Kantor Cabang PT. Tiki Surabaya | CV TITIFAN KRAT (PR

: EMBER - 0%
2. Arsip S JAYA
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